BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi  Pengendalian Lalu Lintas dan  Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan
Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/
0534/ KUM/ 2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka perlu
dilakukan penambahan jenis retribusi perizinan tertentu dan
merubah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

3. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);



10.

11.

12.

13.

14.
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaa dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor
4400);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5073);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);
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15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4161);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5356);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Kementerian Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5386);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Perizinan Terpadu di Daerah;

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/




4

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi
Masyarakat Asing di Daerah;

25. Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum  Nomor 24/
PRT/M/2007 tentang Pedoman teknis Izin Mendirikan
Bangunan Gedung;

26. Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Nomor 16 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

27. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun
2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 70);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor §),
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambah angka 29, angka 30, angka 31,
angka 32, angka 33 dan angka 34 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

29. Pemunggutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyek, subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang,
sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

30.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara
asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

31. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang
mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain.

32.1zin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA
adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota atau
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pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga asing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang selanjutnya
disebut perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

34. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang
selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan daerah
atas pemberian perpanjangan UMTA kepada pemberi kerja TKA.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menambah huruf e, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Perizinan Tertentu dipungut retribusi atas pelayanan
kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada
orang pribadi atau Badan, yang meliputi :

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan
pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

b. Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin
Gangguan.

c. Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin
Trayek.

d. Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan
pemberian Izin Usaha Perikanan.

e. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing atas
pelayanan pemberian perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah dengan menambah huruf e, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 6

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

. Retribusi Izin Gangguan;

Retribusi Izin Trayek;

. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

o0 0 o

4. Ketentuan diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian
Kelima dan disisipkan S5 paragraf, sehingga Bagian Kelima berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Kelima

RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA
Paragraf 1
Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 30A
(1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yaitu pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA, yang
mempunyai lokasi kerja di Kabupaten Banjar.
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(2) Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
Instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional,
lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga
pendidikan.

Pasal 30B

(1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja TKA.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib
Retribusi.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 30C

Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan izin dan
jangka waktu perpanjangan IMTA.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan Struktur

Pasal 30E

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya
penyelenggaraan pemberian izin Perpanjangan IMTA.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan
hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari perpanjangan
IMTA.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30F

(1) Besarnya Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar USD 100
(Seratus dolar) per orang TKA per bulan.

(2) Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di konvensikan ke
Rupiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 34 diubah dengan menambah ayat (5), sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 34

(5) Masa Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sesuai jangka waktu
berlakunya Izin Perpanjangan IMTA paling lama 1 (satu) tahun.

5. Ketentuan Pasal 44 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Negara.
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Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 17 Nopember 2016

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN
Diundangkan di Martapura

pada tanggal 17 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd
H. NASRUN SYAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : ( 185 /2016)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I UMUM

Berdasarkan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Daerah dapat ditambah
sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam  Undang-Undang.
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), memberikan kewenangan kepada
Pemerintah  Kabupaten untuk melakukan pemungutan  Retribusi
perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya di Kabupaten.

Pemungutan Retribusi perpanjangan IMTA bertujuan untuk menambah
sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendanai fungsi
pelayanan dan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.
Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 10
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